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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG iNVESTASI
ASING DI INDONESIA

FX. Sumarja
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Email: fxsmj.unila@gmail.com

ABSTRAK

Sepanjang sejarah politik hukum agratia di Indonesia mengenal larangan pengasingan tanah.
Orang asing atau badan hukum asing (investor asing) dilarang mempunyai tanah hak milik.
UUPA mengatur bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing
yang memiliki perwakilan di Indonesia hanya diperbolehkan mempunyai tanah hak pakai dan hak
sewa untuk bangunan. .

Praktiknya, orang asing dan badan hukum asing lebih memilih mendapatkan tanah hak milik
dengan nominee. Padahal nominee itu ilegal dan mempunyai kedudukan hukum yang sangat lemah.
Pasal 16 ayat (1) huruf b jo. Pasal 24 UUPA membuka peluang bagi investor asing dalam
penguasaan tanah melalui hak Bangun Guna Serah, dengan memposisikan tanah sebagai sarana
produksi bukan sebagai investasi. Bangun Guna Serah di Indonesia ditandai dengan lahirnya
Keputusan Menteri Ke@yn Republik Indonesia No. 470/KMK.01/ 1994 tentang Tata Cara
Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Négata, yang mengadopsi “Turgnt’s
Formula”, yaitu pembangunan dan pengelolaan bendungan di sungai Syehan Turki.

Penelitian ini bertujuan menemukan alternatif penguasaan tanah bagi investor asing yang
memetlukan tanah sebagai sarananya, mengingat keterbatasan hak penguasaan tanah di Indonesia
dengan mempertimbangkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum.

Diperlukan paradigma baru dalam menark investasi asing di Indonesia, agar mendapatkan
kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, melalui hak bangun guna serah. Pasal 16 ayat (1)
huruf h UUPA mengatur bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Haka Pakai, dan Hak Sewa akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak bangun
guna serah adalah hak menditikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah
yang bukan miliknya sendiri kemudian mendayagunakan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berkut fasilitasnya diserahkan kepada pemegang hak atas

~202 ~
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f ;
jtanah setelah betakhirnya jangka waktu. Hak Bangun Guna Serah dapat dimasukan ke dalam

"I RUU Pertanahan.
l

i Kata kunci: hak bangun guna serah, tanah negara, investasi asing.
|

|

’| A. Pendahuluan

},' Pembangunan infrastruktur mempunyai peran penting untuk memperkokoh persatuan
Ill' dan kesatuan bangsa. Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk
| diperhatikan, terutama infrastruktur unuk membuka isofasi wilayah. Penyediaan infrstruktur baik
SaIana maupun prasarana transportasi air (laut, danau dan sungai) yang berkeadilan adalah
infrastruktur yang dibangun sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang terjadi di
} Indonesia saat ini dirasa kurang merata, salah satunya disebabkan oleh faktor sumberdaya yang
i terbatas, _
Menurut Didik ] Rachbini (ht_tps:{{pwklmpas.ﬂordgress.comgwelcomcggkong_ mi-
itis-pada-implementasi/ diakses tg] 30 Maret 2015 jam 08.30), semakia
baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ckonomi.
Infrastruktur akan menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian, katena merupakan
urat nadi perekonomian. Ketersediaan infrastrukius yang baik, bisa dipastikan sebuah daerah
memiliki keadaan ekonomi yang baik. Sebaliknya, jika suatu daerah tidak memiliki/memiliki
infrastruktur jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak baik, misalnya bagian utara Jawa
dan daerah yang berada di bagian selatan Jawa, sangat berbeda. Salah satu peri:bangunan

. infrastruktur dengan melibatkan swasta yang penting dalam mendukung transportasi ait guna
membuka isolasi wilayah adalah pelabuhan.
Sejak tahun 2005, pemerintah sudah memulai membuat kebijakan peningkatan peran

swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui Perpres 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13
Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 56 Tahun 2011 jo. Perpres No. 66 Tahun 2013 tentang
Ketjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kebijakan ini
diambil dengan pertimbangan bahwa dana untuk pembangunan infrastruktur kurang dan tidak
% bisa tercukupi oleh dana APBN. Realisasinya, peran swasta masih sangat rendah, yang disebabkan
| oleh empat hal Pertama, sejak tahun 2005 sampai sckarang, kebijakan ini hanya menjadi
: kebijakan tertulis tanpa ada implementasi dan realisasi. Kedua, kesulitan dalam pengadaan tanah.
Ketiga, tidak ada target untuk mendukung rencana induk pengembangan infrastruktur. Keempat,
' diperlukan kelembagaan dan tegulasi.
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Sebenarnya mengikutsertakan swasta dalam pemanfaatan dan pengoptimalan barang milik
negara (BMN) yang berupa tanah (meskipun tidak secara tegas disebut penyediaan infrastruktur)
telah dimulai sejak tahun 1994, yaitu dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang Milik /kekayaan
Negara, dan Kepmenkeu No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Tethadap
Pihak-Pihak yang Melakukan Ketjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah.
Pemanfaatan BMN dengan perjanjian Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMN betupa
tanah oleh pihak lain, dengan cara pihak lain tersebut membangun bangunan atau sarana lain
berikut fasilitasnya di atas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,
untuk kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
tersebut beserta pendayagunaannya kepada departemen/lembaga yang besangkutan setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati. Skema BGS sebenarnya menguntungkan swasta,
karena tidak perlu melakukan pengadaan tanah. Skema BGS ini, tanah telah disedizkan
pemerintah.

Eksistensi BGS kemudian mendapat penguatan pengaturan di dalam Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai
pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada
tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008. Pada
tanggal 24 April 2014, PP No. 6 Tahun 2006 jo. PP No. 38 Tahun 2008 dicabut dan diganti dengan
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (FX.
Sumarja, 2014: 497). Sementara itu, kerjasama penyediaan infrastruktur diakomodir di dalam
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014. Masih terdapat bentuk lain pemanfaatan barang milik
negara, selain BGS, yaitu Bangun Serah Guna (BSG), Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Berdasatkan Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13 Tahun 2010 yang dimaksud
dengan swasta adalah Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD dan Koperasi. Bagaimanakah dengan
swasta asing, dalam arti penanaman modal asing? Swasta asing dapat dilibatkan berdasarkan Pasal
10 Perpres No. 56 Tahun 2011, bahwa Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan
prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala
Daerah dengan kriteria sebagai berikut: a) tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang
bersangkutan; b) terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang
bersangkutan; c) layak secara ekonomi dan finansial; dan d) tidak memetlukan dukungan
Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansal.
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Perlu disayangkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 PP No. 27 Tahun 2014 bahwa badan
hukum asing tidak termasuk badan usaha yang dapat memanfaatkan BMN menggunakan skema
kefjasama penyediaan infrastruktur. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 8 UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), diatur bahwa penanaman modal asing
merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing adalah
modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,
badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya
dimiliki oleh pihak asing. Dengan demikian, berdasarkan UUPM, modal asing ataupun investor
asing dapat berperan serta dalam pembangunan infrastruktur dalam bentuk badan hukum
Indonesia, baik seluruhnya modal asing maupun patungan dengan modal dalam negeri.

Meskipun UUPM membuka peluang investor asing berperan serta dalam pembangunan
infrastruktur namun tetap saja, ia tidak diperkenankan menguasai tanah dengan hak Milik dan
Hak Guna Bangunan. Pada sisi Jain pembangunan infrastruktur tidak mungkin dipisahkan dari
ketersediaan tanah. Kondisi ini dimaknai juga sebagai keprihatinan trend dunia sekarang yaitu
global trading dimana perusahaan korporasi mengambil tanah-tanah di Negara berkembang untuk
mengamankan cadangan pangan mereka dan cadangan produksi yang lebih luas. Oleh karena itu,
tanah perlu dilindungi dari ekspansi korporasi (Sediono Tjondronegoro, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahannya adalah bagaimanakah peluang investasi asing
di bidang pembangunan infrastruktur (pelabuhan laut) di tengah-tengah politik hukum larangan
pengasingan tanah di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah menemukan alternatif penguasaan
tanah bagi investor asing yang memerlukan tanah sebagai sarananya, mengingat ketetbatasan hak
penguasaan tanah di Indonesia dengan mempertimbangkan kemanfaatan keadilan dan kepastian
hukum.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah
kaidah peraturan perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum
((Soetandyo Wignyosoebroto, 2002: 160-169). Kaidah peraturan perundang-undangan yang
dimaksud adalah ketentuan yang mengatur sumberdaya alam (agratia), bangun guna serah dan
kerjasama penyediaan infrastruktur. Sebagai penelitian doktrinal, yang dikaji tidak sekedar
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menemukan aturan hukumnya, tetapi meliputi juga prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin

- hukum guna menjawab permasalahan penelitian, sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum
" (Johnny Ibrahim, 2008: 34-37).

2

Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Peter Mahmud Marzuki,

2010: 141-166). Bahan hukum primer terditi dati peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan sumberdaya agraria, bangun guna serah dan kerjasama penyediaan infrastruktur:

3)
b)
9

d)

k)

)

UUDNRI 1945, Alenia ke-4 pembukaan, Pasal 28] ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3);

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

UU No 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial
Dan Budaya;

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum;

PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,;

PP No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Keppres No. 23 Tahun 1980 tenta;lg Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna
Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;

Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13 Tahun 2010 jo. Perpres No. 56 Tahun 2011
jo. Perpres No. 66 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur;

Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan
barang Milik/kekayaan Negara;

Kepmenkeu No. 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-
Pihak yang Melakukan Ketjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah;
Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Permenken No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara. .
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di wilayah NKR, meskipun terbatas.

Petkenan orang asing mendapatkan ma .
bk pai dacs ek Scwa_unmk bangﬂiﬂ' - ah:]f::dzt;:t t::zhu:]aﬂg dlsechalfan UUPA sebatas
dalam memanfaatkan/mengelola tanah di Indonesia bagi 'en ymg lebih me.ﬂguntungka:?
e g1 orang asing selain pemberian hak pakai
dan hak sewa untuk bangunan, yaitu Bangun Guna Serzh. Bangun guna serah akan lebih
memudahkan dzlam pelaksanaan pembangunan infrastrukur (pelabuhan), mengingat Pemerintah
cukup menyediakan tanah dan memberikan kemudahan fasilitas (petizinan) kepada investor,
kemudian investor tinggal melakukan pembangunan, pengoperasian dan kemudian
menyerahkannya kepada pemerintah. Pihak investor tidak perlu melakukan perolehan/pengadaan

tanah, yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan.

Perkenan orang aéii.lg mendapatkan manfaat atas tanah demikian itu sejalan dengan apa
| yang dicita-citakan Notonagoro, bahwa orang asing dapat diberikan akses terthadap tanah di
Indonesia berdasarkan kepentingan bangsa Indonesia tethadap orang asing, bukan atas
| kepentingan orang asing (Notonagoro, 1984:79; Iman Soetiknjo, 1985: 18). Boleh tidaknya orang

asing akses terhadap tanah di Indonesia tergantung apa yang menjadi kebutuhan bangsa
Indonesia. Akses tanah bagi orang asing harus diukur dari segi kemanfaatannya untuk bangsa

Indonesia. Pendapat Notonagoro, tersebut sebenarnya sebagai peringatan bagi Pemerintah untuk

sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria, -~

utamanya tanah. Manfaat atas tanah jangan sampai lebih banyak dinikmati oleh orang asing,
Instrumen akses tanah bagi pihak asing sebenarnya tidak terbatas pada hak pakai dan hak
sewa untuk bangunan seperti yang ditentukan dalam Pasal 42 dan 45 UUPA. Disadari ataupun
tidak, \péﬂﬁ:;:ssin-‘akseé tanah bagi pihak asing sudah terjadi sejak lama, terutama dalam bidang
perkebunan, - inelalui’ Keppres No. 23 Tahun 1980 (FX. Sumarja, 2015: 387) Pada bidang

mfrasttuktur ‘petluasan akses tanah tersebut terjadi dengan lahitnya Kepmenkeu No.
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catatan atan

(agratia),

4, Analisis Bahan Hukum

PAPERS
PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR

Hukum
Prosedut I’eugumpulan Bahan

i ident
i melatut pmscdur 1
rimet dikumpulkzn
Bahan hukum P

bangun guna serah dan kerj

utnya dianalisis guna menemukan

i ulkan dan diolah, selan]
o guna menj awab permasalahan

Bahan hukum yang telah
aturan hukum, prinsip—prinsip hukum,
penelitian. Metode analisis yang digunakan 2
pemaparan dan analisis tentang isi (struktus) hukum yang be
dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang

1994: 26-28; B. Arief Sidharta, 2000: 149-152; B. Arief Sidharta, 2009: 55-57).

dan doktrin-doktrin hukum |
dalah prcskﬁptif—analitis, yaitu dengan cara
daku, sistematisasi hukum yang
berlaku (D.H.M. Meuwissen,

C. Hasil Penclitian dan Analisis
| Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial
Dan Budaya (1966), yang telah diratifikasi dengan UU No 11 Tahun 2005, bahwa “Negara-negara
berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat
menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam
Kovenan ini kepada warga negara asing”. Jauh hari sebelum kovenan internasional ada dan
diratifikasi, Indonesia sudah menentukan pilihan bahwa orang asing dilarang mempunyai tanah
hak milik (Ps. 21 ayat (1) UUPA), namun tetap diperbolehkan mempunyai tanah dengan hak
pakai atau hak sewa untuk bangunan, sepertihalnya di Singapura, orang asing boleh punya tanah
dengan status /ease hold (Eddy Ruchiyat, 2006: 216-217). .

Ketentuan Pasal 21 (1) UUPA sejalan dengan Konstitusi Agraria Indonesia. Meskipun
kajian konstitusi agratia metupakan kajian hukum yang masih relatif baru. Kajian konstitusi
agraria berada pada wilayah pembahasan persoalan agraria di dalam konstitusi, sehingga posisinya
diantara kajian hukum konstitusi dan kajian hukum agraria (Yance Arizona, 2014: 10). Kajian
hukum agratia masih dimaknai sebatas hak-hak penguasaan tanah (Boedi Harsono, 2008) Sebagai
bagian dari hukum publik, konstitusi agraria membahas dimensi yang luas dan mendasar.
Konstitusi merupakan hukum dasar yang mendasari berbagai aktivitas hukum yang terjadi di
dalam penyelenggaraan negara, sehingga konstitusi agraria juga menjadi dasar pembangunan
hukum agraria di Indonesia.

Konstitusi agraria yang teruang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI 1945, bahwa
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
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470/KMK.01/1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang Milik/kekayaan
Negara, menggunakan instrumen bangun guna serah, dad Perpres No. 56 Tahun 2011 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penj,ir_ediaau Infrastruktur, menggunakan
instrumen kerjasama penyediaan infrastruktur. Baik bangun guna serah maupun ’kerjasama
penyediaan infrastruktur kemudian mendapat pengaturan di dalam PP No. 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Menurut PP No. 27 tahun 2014, baik bangun guna serah (BGS) maupun kerjasama
penyediaan infrastruktur (KSPI) dalam pemanfaatan barang milik negara yang berupa tanah
dengan melibatkan swasta, pada prinsipnya dilakukan atas dasar ketetbatasan dana pemerintah
yang bersumber dari APBN dalam pembangunannyé dalam rangka menyelenggarakan pelayanan
publik, dan bukan semata-mata untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN (tanah). Tujuan
pemanfaatan BMN (tanah) menurut PP No. 27 tahun 2014 melalui skema BGS dan KSPI sangat
berbeda dengan skema pinjam pakai, sewa ataupuﬁ kerjasama pemanfaatan (KSP).

Skema sewa ataupun kerjasama pcmanfgétan (KSP) adalah untuk mengoptimalkan
pemanfaatan BMN (tanah) dan meningkatkan penerimaan negara/daerah. Skema sewa tanah
petlu mendapat kajian lebih lanjut, mengingat putusan MK No. 87/PPU-XI/2013, tanggal 18
Maret 2014 terhadap uji materi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Petlindungan
Petani bahwa Pemerintah tidak boleh membetikan hak sewa. Mengingat sewa hanya dapat
dilakukan oleh pemilik, jika pemerintah dapat membertikan hak sewa berarti pemerintah adalah
pemilik tanah (domein verklaring), hal ini bertentangan dengan UUPA.-Sementara itu skema pinjam
pakai adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan o | guna BMN (tanah) kepada instansi
Jain dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa pemberian akses tanah kepada pihak asing didasarkan
atas kepentingan bangsa Indonesia dan bukan atas dasar kepentingan pihak asing, selain itu harus
lebih bermanfaat, berkeadilan dan adanya jaminan kepastian hukum. Berdasarkan prinsip itulah,
maka dalam memberikan akses tanah tethadap pihak asing dapat dilakukan penilaian. Penilaian
dilakukan berdasatkan prinsip-prinsip yang ada pada UUPA, juga didasarkan pada nilai
kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan batu uji itulah dapat ditentukan skema
yang paling tepat antara BGS dan KSPL
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Tabel 1. Akses Tanzah Pihak Swasta dalam Skema BGS / BSG & KPSI

BerdasagdPRINCYIRTah ook ( L4%dan)

Retienkculll oW B7 BN K0 672014 "‘l}?lF_‘fl 00720 (¥daniRetpresiNo!
: (oZgTahin 2005l engznlpestibahand

- memerlukan bangunan dan fasilitas . dalam rangka kepeutmgan F
bagi penyelenggaraan pemerintahan u;num dan/atau penyediaan
negara/daerah untuk kepentingan infrastruktur guna mendukung tugas
pelayanan umum dalam rangka dan fungsi pemerintahan;
penyelenggaraan tugas dan fungsi; - tidak tersedia atau tidak
Dasar - tidak tersedia atau tidak cukup cukup tersedia dana dalam Anggaran
pertimbangan | tersedia dana dalam APBN/D untuk | Pendapatan dan Belanja Negara untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas penyediaan infrastruktur;
tersebut - termasuk dalam daftar
prioritas proyek program penyediaan
infrastruktur yang ditetapkan
pemerintah.

dilarang menjaminkan, mengpadaikan
atau memindahtangankan: 1) tanah atau memindahtangankan BMN yang

dilarang menjaminkan, menggadaikan,

e

yang menjadi objek BGS/BSG; 2) menjadi objek KSPI
e hasil BGS digunakan 1
as an! an
—y yang gsung
untuk penyelenggataan tugas dan
fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; 3)
hasil BSG.
Serah terima objek BGS/BSG Mitra KSPI harus menyerahkan objek
. dilakukan paling lambat pada saat KSPI dan barang hasil KSPI kepada
Berakhirnya < -
o berakhirnya jangka waktu BGS/BSG | pemerintah pada saat berakhirnya
anjian
pens) dan dituangkan dalam berita acara jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.
serah terima.
Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas | - Barang hasil KSPI menjadi
menjadi BMN sejak diserahkan kepada | BMN sejak diserahkan kepada
Penyerahan ~ . .
ol pemerintah sesuai petjanjian atau pada | pemerintah sesuai petjanjian.
objek ., ' " 5 ik
. " | saat berakhim anjian. - Adaj tan
bétaiiiiaas y2 perjan) 2 juga yang tanp
sl | apengalihan aset, tergantung
L ;." 2 perjanjian.
Mitra ~ " Pihak yang dapat menjadi mitra Pthak yang dapat menjadi mitra KSPI
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-BGS/BSG meliputi: 2) Badan Usaha

pemerintah terdiri atas:
Milik Negara; b) Badan Usaha Milik Perseroan Terbatas; b) Badan Usaha
Daerah; c) Swasta kecuali perorangan; | Milik Negara; c) Badan Usaha Milik
.d) Badan Hukum lainnya Daerah; d) koperasi.
Jangka waktu BGS/BSG paling lama | Jangka waktu KSPI paling lama 50
30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak (lima puluh) tahun dan dapat
Jangka waktn | oo ; ;
petjanjian ditandatangani, dan tidak diperpanjang.
dapat diperpanjang )
; -- - | Perlu dukungan dana tunai
Pembiayaan .
infrastruktur dari pemerintah.

Tabel 1 di atas merupakan gambaran akses tanah bagi pihak swasta (asing) pada skema
BGS/BSG dan KSPI menurut PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daérah, Permenkeu No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara, dan Perpres No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres No. 13 Tahun 2010 jo. Perpres
No. 56 Tahun 2011 jo. Perpres No. 66 Tahun 2013 tentang Ketjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Memperhatikan uraian dalam tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembedaan
skema antara BGS/BSG dengan KSPI, didasari oleh ststus: wilayah pemerintahan (pusat
dan/atau daerah), jangka waktu, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN, jaminan utang
terhadap hasil pemanfaatan BMN, alih teknologi, dan dukungan finansial dari pemerintah. Atas
dasar. skema pada tabel 1 di atas dilakukan penilaian dari sisi kemanfaatannya bagi Pemerintah
yang tertuang pada table 2 berikut:

Tabel 2 Nilai Kemanfaatan Bagi Pemerintah dalam BGS/BSG & KPSI

1 | Pembangunan untuk Pemerintah Pusat | Ya () Ya/tidak ()
& Daerah
2 | Jaminan utang Ya/tidak (+/-) Tidak (+)
3 | Jangka waktunya ]Jama Tidak (+) Ya ()
4 Perpanjangan jangka waktu Tidak (+) Ya (9)
5 | Alih teknologi Ya (+) Ya/tidak (+/-)
6 | Dukungan finansial dari Pemerintah | Tidak (+) Ya/tidak (+/5)
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Menurut Notonagoro dan AP Parlindungan bahwa orang asing hanya dapat mempunyai
hak atas tanah di Indonesiz, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga penguasaan tanah
oleh orang asing itu dibutuhkan oleh pemetintah dalam rangka ekonomi Indonesia (AP
Parlindungan, 1988: 29). Selanjutnya, dikatakanya bahwa bukan sudut pandangan dari orang
asing tetapi dari sudut pandangan Indonesia (ckonomis, politis, sosial, dan bahkan pertahanan
dan keamanan nasional). Ditegaskan oleh Notonagoro, bahwa orang asing dapat diber
penguasaan terhadap tanah di Indonesia, seberapa dibutuhkan oleh Indonesia terhadap orang
asing itu (Notonagoro, 1994: 79; Iman Soetiknjo, 1985:18). Pendapat tersebut, lebih memberikan
penekanan bahwa penguasaan tanah oleh asing harus dilihat dari kepentingan nasional, bukan
pada kepentingan asing semata. Hal demikian sejalan juga dengan semangat Hak Asasi Manusia
yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Intemnasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan
Budaya, yang telah diratifikasi dengan UU No 11 Tzahun 2005.

Berdasarkan analisis data pada tabel 2 di atas ternyata BGS/BSG lebih sejalan déng-an
pendapatnya Notonagoro dan AP Parlindungan dibandingkan KSPI. Artinya BGS/BSG lebih
bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia. -

Dikatakan BGS/BSG lebih bermanfaat dibandingkan dengan KSPI, pertama jika
diperhatikan dar sisi jangka waktu BGS/BSG sejalan dengan ketentuan UUPA, sementara untuk
KSPI melampaui kepatutan dan kepastian hukum yang ditentukan UUPA. Keduna, Pemerintah
lebih cepat mendapatkan manfaat atas alih teknologinya, mengingat tidak adanya celah untuk
melakukan perpanjangan jangka waktu ketjasama pemanfaatan BMN. Hal ini mestinya menjadi
perhatian pemerintah Indonesia, mengingat juga bahwa pembangunan dan 'pengelafoaaﬁ
bendungan sungai Syehan di Negara Turki yang bekerjasama dengan Kumugai Kigumi dari
Jepang sebagai cikal bakal BGS, cukup dengan 26 tahun masa pengelolaan, dan lima tahun masa
pembangunannya (FX. Sumatja, 2014: 495). Ketiga, Pemerintah tidak petlu menyediakan dana
untuk menstimulasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur (Eko Nur Surachman, tanpa
tahun), kecuali penyediaan tanah dan fasilitas kemudahan perizinan.

Berdasarkan ukuran kepentingan Pemerintah/bangsa Indonesia akses tanah bagi orang
asing melalui skema BGS/BSG untuk pembangunan pelabuhan laut dipandang adil, katena
Indonesia mengambil sikap “larangan pengasingan tanah”, yaitu orang asing tidak diperbolehkan
mempunyai tanah hak milik melalui Konstitusi yang ada dengan menganut prinsip nasionalitas
dan kebangsaan. Prinsip demikian tidaklah mutlak, sebab pihak asing tetap dijamin untuk
mendapatkan manfaat atas tanah yang ada di wilayah NKRI. Jangka waktu 30 tahun yang
disediakan bagi BGS/BSG dipandang cukup untuk mengembalikan modal dan mendapatkan
keuntungan yang layak. Selain itu alih teknologi juga merupakan suatu hak yang harus
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dipetjuangkan oleh negara yang masih dalam ketegori negara berkembang termasuk Indonesia
sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Selain -ukuran keadilan, ukuran kepastian hukum juga sudah melekat pada Konstitusi
Indonesia yanglseja.lzm dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
seperti telah diuraikan di atas, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di
bidang sumberdaya agrara, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria. Menurut Andreas Hans Roth (1949: 162), bahwa » According to general international law, the
alien’s privilege of participation in the economic life of bis State of residence does not go so far as to allow hini to
acquire private property. The state of residence is free to bar bim from ownership of all or certain property, whether
movables or realty (Gouwgioksiong, 1963: 52). Terdapat kebiasaan hukum internasional bahwa
orang asing dapat diberikan akses tanah hanya terbatas di suatu negara, termasuk Indonesia
{(Boedi Harono, 2008: 223; FX. Sumarja, 2012: 51 ). Kalaupun skema BGS/BSG tidak dikenal
dalam UUPA, namun yang pasti bukaslah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Selain itu UUPA
juga masih membuka ruang bagi pengaturan BGS, kalau harus diwujudkan dalam sebuah
kelembagaan yang disebut hak-hak atas tanah. Kalaupun bukan hak atas tanah, paling tidak bisa
masuk hak-hak yang berkaitan dengan tanah seperti yang dikenal dalam hukum adat.

Pasal 24 UUPA mengatur bahwa penguasaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya
dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Ketentuan dalam penjelasannya adalah:
“Sebagai pengecualian dari asas yang dimuat dalam Pasal 10 UUPA (tanah pertanaian wajib
dikerjakan sendiri secara aktif), bentuk-bentik hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakaii
itu ialah misalnya: sewa, bagi hasil, pakai atau hak guna bangunan”. Memang dalam penjelasan
Pasal 24 UUPA tidak dengan tegas ‘memuat bangun guna serah, mengingat pada saat lahirmya
UUPA, bangun guna serah belum dikenal secara luas di Indonesia maupun dunia internasional.
Tetapi ketentuan Pasal 24 UUPA adalah sebagai pintu masuk lahirnya hak bangun guna setah
selain ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA.

Kalaupun Pasal 10, 24 UUPA dianggap tetbatas pada tanah pertanian dan tanah hak
milik, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk membuka celah BGS di atas tanah
negata, maka dasarnya adalah UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Apabila dicetmati Pasal 12 UU Pengadaan Tanah,
pemanfaatan tanah negara/pemetintah/ daerah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan
umum dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Pada intinya Pasal
12 UU Pengadaan Tanah mengatur bahwa pembangunan untuk kepentingan umum selain untuk
pembangunan pertahanan dan keamanan nasional wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat
bekerja sama dengan BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta. Artinya substansi Pasal 12 UU
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Pengadaan Tanah sama dengan substansi Pasal 10 dan 24 UUPA, bahwa pemanfaatan tanah
dapat dikerjasamakan dengan pihak lain bersaranakan petjanjian BGS.

Apabila bangun guna serah akan dilembagakan sebagai salah satu macam hak atas tanah,
UUPA telah menyediakan ruang untuk itu, khususnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h. Pasal tersebut
mengatur bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk HM, HGU, HGB, HP, Hak Sewa, Hak
membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak
Bangun Guna Serah adalah hak mendirikan bangunan dan/atau sarana betikut fasilitasnya di atas
tanah yang bukan milikaya senditi kemudian mendayagunakan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada pemegang hak atas
tanah setelah berakhirnya jangka waktu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA jika dikaitkan dengan Konstitusi
Indonesia yaitu Pasal 28] ayat (2) UUDNRI 1945, pengaturan bangun guna serah sebagai suatu
hak atas tanah harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang dimaksud
tidaklah harus undang-undang tersendiri, namun bisa juga materi muatan ini masuk dalam RUU
Pertanahan yang saat ini sudah masuk pada program legislasi nasional tahun 2015, mengingat hak
guna ruang bawah tanah telah masuk dalam RUU tersebut. Tentu saja isi kewenangan BGS tidak
lebih luas darit HM, HGB dan HP.

Pengaturan hak BGS dalam UU Pertanahan juga belum menjamin bahwa hal itu akan
berbuah manis bagi Bangsa Indonesia selama tidak terpenuhi prasyaratnya. Agar konsep BGS
tersecbut dapat terwujud dengan baik, maka masih diperlﬁkan prasyarat-prasyarat yang lain,
misalnya adanya kemauan politik (polific will) dari pemerintah, termasuk instansi/birokrasi dan
pihak-pihak lain yang ikut serta atau terkait dengan pertanahan harus secara terstruktur dan
sistematis melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat luas (termasuk pihak
asing), sehingga tanah benar-benar diposisikan sebagai faktor produksi dan bukan sebagai sarana
spekulasi, investasi atau komoditas perdagangan (FX. Sumatja, 2015: 502-503).

D. Simpulan

1. Dipetlukan paradigma baru dalam menank investasi asing di Indonesia, agar
mendapatkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, melalui hak bangun guna serah untuk
pembangunan infrastruktur (pelabuhan laut), dengan memasukan materi muatan BGS ke dalam
RUU Pertanahan.

2. Memposisikan tanah benar-benar sebagai faktor produksi dan bukan sebagai sarana
spekulasi, investasi atau komoditas perdagangan.
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3. Petlu kemauan politik (po/itic will) dati pemerintah, termasuk instansi/ birokrasi dan
pihak-pihak lain yang ikut serta atau terkait dengan pertanahan.
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